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ABSTRAK 

 

Peningkatan kualitas manusia sebagai sumber daya pembangunan 
merupakan prasyarat utama untuk memperbaiki derajat kesejahteraan rakyat. 
Tujuan utama pembangunan millenium atau Millenium Development Goals 
(MDGs) di Indonesia, dengan prioritas pengentasan kemiskinan, menetapkan 
proporsi penduduk miskin pada tahun 2015 diturunkan menjadi setengahnya atau 
8,2 % dari jumlah penduduk. Peran pemerintah desa dalam pengentasan 
kemiskinan sangatlah penting, dimana pemerintah daerah dituntut untuk 
menjalankan program-program pengentasan kemiskinan. Salah satu program yang 
dilaksanakan yaitu program Posdaya (Pos Pemberdayaan Keluarga). 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penyusun 
merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana implementasi 
Inpres No. 3 Tahun 2010 Tentang Peran Pemerintah Desa Terhadap Pos 
Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) Di Desa Brosot Kecamatan Galur Kabupaten 
Kulon Progo. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini 
adalah metode yuridis-sosiologis, dengan cara meneliti perundang-undangan, 
peraturan-peraturan, teori-teori hukum dan pendapat sarjana terkemuka yang 
berkaitan dengan keadaan yang sebenarnya. Penelitian ini juga menggunakan 
metode deskriptif yang berusaha menggambarkan fenomena yang dimaksudkan. 
data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan key informan yaitu kepala 
desa dalam pelaksanaan program Posdaya. Yang kemudian data-data yang 
diperoleh kemudian dianalisis dan selanjutnya diinterpretasikan dan kemudian 
ditarik sesuatu kesimpulan. 

Hasil penelitan yang bisa Penyusun paparkan adalah Pemerintah Desa 
Brosot telah berupaya penuh demi terwujudnya sumber daya manusia yang sehat 
demi tercapainya keluarga sejahtera di masa mendatang melalui program Pos 
Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) yang ada dibeberapa Padukuhan, salah satu 
contohnya Pos Pemberdayaan keluarga “Suka Karya” di Padukuhan VII Nepi, 
Desa Brosot, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo yang hingga kini cukup 
optimal dalam menjalankan program-programnya. 
 
 
 
Kata Kuci : Millenium Development Goals (MDGs), Peran Pemerintah Desa, 

Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Krisis ekonomi dan politik yang terjadi sejak akhir tahun 1997 telah 

menghancurkan struktur bangunan ekonomi dan pencapaian hasil 

pembangunan di bidang kesejahteraan sosial selama razim Orde Baru (1967-

1998). Salah satu penyebab terjadinya krisis tersebut adalah kenyataan bahwa 

meningkatnya angka-angka statistik pertumbuhan ekonomi selama orde baru 

benar-benar merefleksikan terjadinya pemerataan kesempatan dan perolehan 

kesejahteraan secara bermakna. Pembangunan ekonomi yang berorientasi 

pertumbuuhan hanya melahirkan peningkatan kesejahteraan semu (pada 

sekelompok kecil orang yang sangat kaya), daripada yang secara riil 

dirasakan oleh mayoritas penduduk (pendudukan miskin). 

Peningkatan kualitas manusia sebagai sumber daya pembangunan 

merupakan prasyarat utama untuk memperbaiki derajat kesejahteraan rakyat. 

Untuk itu, Presiden mengeluarkan Inpres No. 3 Tahun 2010 sebagai langkah 

tepat untuk mencapai tujuan utama pembangunan Millenium Development 

Goals (MDGs) di Indonesia, dengan prioritas pengentasan kemiskinan, 

menetapkan proporsi penduduk miskin pada tahun 2015 diturunkan menjadi 

setengahnya atau 8,2 % dari jumlah penduduk1. Agar upaya itu berhasil 

dengan baik perlu diikuti pengembangan gerakan pemberdayaan keluarga 

                                                           
1 Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia, (Jakarta: BPS, 2005). 
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yang dilaksanakan secara intensif. Pembangunan ekonomi yang akan 

menghasilkan pertumbuhan ekonomi perlu melibatkan partisipasi masyarakat 

agar pembangunan yang dilakukan seimbang dan mencapai sasaran. 

Pembangunan ekonomi harus diimbangi dengan peningkatan partisipasi 

sosial. Sosial advokasi juga perlu dilakukan agar komitmen pembangunan 

lebih kuat.2 

Posdaya merupakan gagasan baru guna menyambut anjuran 

pemerintah untuk membangun sumberdaya manusia melalui partisipasi 

keluarga secara aktif. Proses pemberdayaan itu diprioritaskan pada 

peningkatan kemampuan keluarga untuk bekerja keras untuk mengentaskan 

kebodohan, kemalasan dan kemiskinan dalam arti yang luas. Sasaran kegiatan 

yang dituju adalah terselenggaranya upaya bersama agar setiap keluarga 

mempunyai kemampuan melaksanakan delapan fungsi keluarga. Dalam 

rangka pelaksanaan MDGs, pengembangan fungsi keluarga tersebut 

diarahkan kepada lima prioritas sasaran utama, yaitu komitmen pada 

pimpinan dan sesepuh tingkat desa dan padukuhan, kecamatan, dan 

kabupaten, pengembangan fungsi keagamaan, fungsi KB dan kesehatan, 

fungsi pendidikan, fungsi kewirausahaan dan fungsi lingkungan hidup yang 

memberi makan terhadap kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera. 

Posdaya adalah ide brilian yang sudah lama dicetuskan oleh Bapak 

Haryono Suyono (pimpinan Yayasan Damandiri dan DNIKS) dan sudah 

banyak dipakai oleh negara-negara lain, namun di tempat asalnya baru 
                                                           

2 Haryono, Suyono, Mengentas Kemiskinan, (Malang: Makalah Seminar Nasional, 
Universitas Brawijaya, 2007). 
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beberapa tempat saja yang melaksanakan. Posdaya adalah pemberdayaan 

dengan basic keluarga, diharapkan keluarga-keluarga mampu turut 

berpartisipasi mengentaskan kemiskinan keluarga-keluarga yang tidak 

mampu yang ada dilingkungannya secara “bottom up program”, dan yang 

menjadi spiritnya adalah azas gotong royong sebagai milik bangsa yang 

sekarang dirasakan mulai memudar. Kedudukan pengurus Posdaya sediri 

nantinya sebagai motivator, penggerak, dan fasilitator terhadap semua 

pemberdayaan keluarga yang dilaksanakan. 

Oleh karena itu sejak tahun 2006 itu Yayasan Damandiri makin gigih 

menyambut seruan Presiden untuk merevitalisasi Posyandu atau Pos 

Pelayanan Terpadu sebagai salah satu lembaga pedesaan atau pedukuhan 

yang menampung dan menjadi wahana partisipasi masyarakat dalam Program 

Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan. Posyandu di masa lalu telah 

berkembang menjadi salah satu kunci pendukung dan sarana andalan 

pelayanan kepada masyarakat -5pedesaan itu telah ikut mengantar suksesnya 

Program KB dan Kesehatan. Karena itu diperlukan dukungan pemberdayaan, 

pelayanan paripurna dan dinamis agar setiap keluarga dapat melaksanakan 

fungsi-fungsi utamanya dengan baik untuk membangun seluruh anggotanya. 

Apabila seluruh keluarga dapat membangun anak-anaknya dengan baik, maka 

seluruh anak bangsa akan dapat dikembangkan menjadi sumber daya manusia 
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yang beriman, bermutu, handal dan sanggup membangun negara dan 

bangsanya dengan baik.3 

Lembaga ini harus bisa menampung berbagai masukan untuk 

mengembangkan keluarga agar mampu melaksanakan delapan fungsi 

utamanya. Lembaga ini adalah Pos Pemberdayaan Keluarga atau Posdaya. 

Posdaya merupakan wahana pemberdayaan 8 fungsi keluarga secara terpadu, 

utamanya fungsi agama atau ketuhanan yang maha esa, fungsi cinta kasih, 

fungsi perlindungan, fungsi reproduksi dan kesehatan, fungsi pendidikan, 

fungsi sosial budaya, fungsi ekonomi atau wirausaha dan fungsi lingkungan. 

Kedelapan fungsi keluarga itu secara internasional dimantapkan sebagai 

delapan sasaran Millennium Development Goals (MDGs). Delapan sasaran 

MDGs tersebut telah disepakati oleh 189 Kepala Negara atau pemimpin dunia 

pada Sidang Umum PBB di New York. MDGs itu kemudian disempurnakan 

dan disepakati kembali oleh para pemimpin dunia pada Sidang PBB tahun 

2005.4  

Kemiskinan merupakan salah satu masalah serius dalam proses 

pembangunan nasional di Indonesia. Memenuhi target dari tujuan MDG’s 

adalah penduduk miskin pada tahum 2015 turun menjadi 8,2% dari jumlah 

penduduk di Indonesia.5 Merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 

2010 mengamanatkan Pembangunan yang berkeadilan adalah pembangunan 

                                                           
3 Rohadi Haryanto,  Buku Pedoman Pembentukan dan Pengembangan  Posdaya, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2007). 
 
4 Ibid. 

 
5 Badan Pusat Statistik. Statistik Indonesia, (Jakarta: BPS, 2005). 
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yang pro rakyat yang prioritas utamanya penanggulangan kemiskinan 

berbasis keluarga. Diperlukan pengembangan gerakan pemberdayaan 

masyarakat salah satunya adalah melalui model pos pemberdayaan keluarga 

(Posdaya). Dengan demikian sesuai dengan pembangunan berkeadilan 

Pembangunan berkedilan untuk semua dan pencapaian tujuan milenium pro 

rakyat: Penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga, Pemberdayaan 

masyarakat dan ekonomi mikro dan kecil. Selain itu Pembangunan 

berkeadilan untuk anak, perempuan dan kelompok miskin dan termarginal 

program yang memihak. Program untuk anak balita dikaitkan dengan 

pemberdayaan perempuan, utamanya ibu-ibu yang mempunyai anak balita, 

agar bisa bekerja atau mempunyai usaha ekonomi mikro. Pelatihan untuk 

kelompok miskin dan termarginal sebagai kegiatan Posdaya. Dalam 

penelitian ini difokuskan dalam pencapaian delapan sasaran dan tujuan 

MDGs, utamanya untuk pengentasan kemiskinan. Mengacu pada kondisi 

bahwa berbagai program pengentasan kemiskinan yang dijalankan kurang 

dapat menjalankan fungsi sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu 

mengkaji Inpres No. 3 Tahun 2010. Penelitian difokuskan di desa Brosot 

kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo. Untuk itu, penelitian ini diberi 

judul “Peran Pemerintah Desa Terhadap Pos Pemberdayaan Keluarga 

Di Desa Brosot Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo Ditinjau Dari 

Inpres No. 3 Tahun 2010”. 
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B. Pokok Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penyusun 

merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana Peran 

Pemerintah Desa Terhadap Pos Pemberdayaan Keluarga Di Desa Brosot 

Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo Ditinjau Dari Inpres No. 3 Tahun 

2010? 

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, menggambarkan serta 

mendeskripsikan bagaimana bentuk suatu implementasi Inpres No. 3 

Tahun 2010 Tentang Peran Pemerintah Desa terhadap Pos Pemberdayaan 

Keluarga atau POSDAYA yang ada di desa Brosot Kecamatan Galur 

Kabupaten Kulon Progo.  

2. Kegunaan Penelitian 

Harapan penyusun dengan dilakukannya penelitian ini akan terlihat 

bagaimana sebuah implementasi Inpres No. 3 Tahun 2010 Tentang Peran 

Pemerintah Desa terhadap Pos Pemberdayaan Keluarga atau POSDAYA 

yang ada di desa Brosot Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo dapat 

terlaksana sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Inpres tersebut. 

Dalam hal penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi formula 

bagaimana Posdaya dapat menjadi pemecah masalah dalam kesejahteraan 

masyarakat Indonesia pada umumnya dan desa Brosot Kecamatan Galur 

Kabupaten Kulon Progo pada khususnya.  



7 
 

D. Telaah Pustaka 

Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur yang ada, adanya 

karya-karya ilmiah yang membahas tentang Pemerintah Desa yang penyusun 

ketahui adalah: 

Skripsi karya Lega Lestari Sinaga dengan judul “Pemberdayaan 

Pemerintahan Desa Dalam Upaya Mewujudkan Otonomi Desa”,6 yang 

mengkaji bagaimana perumusan pelaksanaan pemberdayaan pemerintah desa 

dalam upaya mewujudkan otonomi desa yang diterapkan dalam pemerintahan 

desa saat ini, serta tentang bagaimana kendala yang dihadapi pemerintah desa 

dalam rangka mewujudkan otonomi desa tersebut. Dalam penelitian tersebut 

sama-sama membahas mengenai Peran Pemerintah Desa, yang membedakan 

dalam penelitian ini lebih difokuskan pada bagaimana Peran Pemerintah Desa 

terhadap Posdaya dengan objek penelitian yang berbeda. 

Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap 

Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam Sistem Pemerintahan 

Desa”7 karya Moses Ritz Owen Tarigan. Dalam skripsi tersebut membahas 

tentang bagaimana kewenangan badan permusyawaratan desa  dalam sistem 

pemerintahan desa yang ditinjau dari hukum administrasi negara yang 

tentunya telah di atur dalam ketentuan hukumnya. 

                                                           
6 Lega Lestari Sinaga, “Pemberdayaan Pemerintahan Desa Dalam Upaya Mewujudkan 

Otonomi Desa”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2010. 
 
7 Moses Ritz Owen Tarigan, “Tinjauan Hukum Administrasi Negara Terhadap 

Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa  Dalam Sistem Pemerintahan Desa”, Skripsi 
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, 2012. 
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Skripsi berjudul “Peranan Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan 

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan (Studi Kasus di Desa Pulau 

Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi)”,8 karya Efriadi. 

Dalam skripsi tersebut membahas tentang bagaimana peranan pemerintah 

desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan  yang 

dilaksanakan di desa pulau kumpai kecamatan pangean kabupaten kuantan 

singingi. 

Beberapa literatur yang telah disebutkan diatas, belum ada yang 

membahas tentang Implementasi Inpres No. 3 Tahun 2010 Tentang Peran 

Pemerintah Desa Terhadap Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) (Studi 

Administratif Di Desa Brosot Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo). 

Perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang lainya, yaitu 

bahwa penelitian ini lebih menekankan pada penjelasan mengenai bagaimana 

Implementasi Inpres No. 3 Tahun 2010 Tentang Peran Pemerintah Desa 

Terhadap Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) yang diterapkan Di Desa 

Brosot Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo. 

E. Kerangka Teori 

Dalam perkembangan pemikiran mengenai negara hukum, dikenal dua 

kelompok negara hukum, yakni negara hukum formal dan negara hukum 

materiil. Negara hukum materiil ini dikenal juga dalam istilah Welfare 

state atau negara kesejahteraan. Menurut Jimly Asshiddiqie Ide negara 

                                                           
8 Efriadi, “Peranan Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat 

Dalam Pembangunan  (Studi Kasus Di Desa Pulau Kumpai Kecamatan Pangean Kabupaten 
Kuantan Singingi)”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sumatera Utara Medan, 
2010. 



9 
 

kesejahteraan ini merupakan  pengaruh dari faham sosialis yang berkembang 

pada abad ke-19, yang populer pada saat itu sebagai simbol perlawanan 

terhadap kaum penjajah yang Kapitalis-Liberalis. 

Dalam perspektif hukum, menurut Wilhelm Lunstedt yang dikutip 

oleh Soetiksno berpendapat : “Law is nothing but the very life of mindkind in 

organized groups and the condition which make possible peaceful co-

existence of masses of individuals and social groups and the coorporation for 

other ends than more existence and propagation”.9 Dalam pemahaman ini, 

Wilhelm Lunstedt nampak menggambarkan bahwa untuk mencapai Social 

Welfare, yang pertama harus diketahui adalah apa yang mendorong 

masyarakat yang hidup dalam satu tingkatan peradaban tertentu untuk 

mencapai tujuan mereka. Pendapat Lunsteds mengenai  social welfare  ini 

hampir sama dengan pendapat Roscou Pound.10 Namun demikian ia ingin 

menegaskan bahwa secara faktual keinginan sebagian besar manusia yaitu 

ingin hidup dan mengembangkannya secara layak. 

Melihat pandangan mengenai social welfare  tersebut, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa bidang social welfare mencakup semangat umum untuk 

berusaha dengan dalil-dalilnya dan adanya jaminan keamanan, sehingga dapat 

dibuktikan bahwa ketertiban hukum harus didasarkan pada suatu skala nilai-

nilai tertentu, yang tidak dirumuskan dengan rumus-rumus yang mutlak akan 

tetapi dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat yang 

                                                           
9 Soetiksno, Filsafat Hukum, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976),  hlm. 88. 
 
10 Ibid., hlm. 9-10. 
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berubah-ubah mengikuti perubahan zaman, keadaan, dan perubahan 

keyakinan bangsa.11  

Kunci pokok dalam negara kesejahteraan adalah isu mengenai 

jaminan kesejahteraan rakyat oleh negara. Mengenai hal ini, Jurgen Habermas 

berpendapat bahwa jaminan kesejahteraan seluruh rakyat merupakan hal 

pokok bagi negara modern. Selanjutnya menurut Habermas yang dikutip oleh 

Gianfranco Poggi, jaminan kesejahteraan seluruh rakyat yang dimaksud 

diwujudkan dalam perlindungan atas, “The risk of unemployment, 

accident,  ilness, old age, and death of the breadwinner must be covered 

largely  through welfare provisions of the state”.12 Selanjutnya menurut C.A. 

Kulp dan John W dalam Sentanoe Kertonegoto, resiko-resiko tersebut 

dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang berisiko 

fundamental dan kelompok berisiko khusus.13  

Dalam negara kesejahteraan, menurut Sentanoe Kertonegoro, kedua 

kelompok resiko tersebut harus mendapatkan perhatian untuk diatasi. 

Alasannya adalah karena resiko fundamental  sifatnya adalah makro kolektif 

dan dirasakan oleh seluruh atau sebagaian  besar masyarakat sebagaimana 

resiko ekonomis. Sedangkan resiko khusus yaitu resiko yang sifatnya lebih 

                                                           
11 Ibid. 
 
12 Gianfranco Poggi,  The Development of the Modern  State “Sosiological Introduction, 

(California: Standford University Press, 1992), hlm. 126. 
 
13 Sentanoe Kertonegoro, ,Jaminan Sosial dan Pelaksanaannya di Indonesia. Cet, II . 

(Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1987), hlm. 7.  
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kepada makro individual, sehingga dampaknya dirasakan oleh perorangan 

atau unit usaha.14  

Dengan demikian, dalam hakekatnya negara kesejahteraan dapat 

digambarkan keberadaannya sebagai pengaruh dari hasrat manusia yang 

mengharapkan terjaminnya rasa aman, ketentraman, dan kesejahteraan agar 

tidak jatuh ke dalam kesengsaraan. Alasan tersebut dapat digambarkan 

sebagai motor penggerak sekaligus tujuan bagi manusia untuk senantiasa 

mengupayakan berbagai cara  demi mencapai kesejahteraan dalam 

kehidupannya. Sehingga  ketika keinginan tersebut telah dijamin dalam 

konstitusi suatu negara, maka keinginan tersebut harus dijamin dan negara 

wajib mewujudkan keinginan tersebut. Dalam konteks ini, negara ada dalam 

tahapan sebaga negara kesejahteraan. 

Negara Kesatuan Republik Indonesia juga menganut faham Negara 

Kesejahteraan. Hal ini ditegaskan oleh  para Perintis Kemerdekaan dan para 

Pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia bahwa negara demokratis yang 

akan didirikan adalah “Negara Kesejahteraan” (walvaarstaat) bukan “Negara 

Penjaga Malam” (nachtwachterstaat). Dalam pilihan terkait konsepsi negara 

kesejahteraan Indonesia ini, Moh. Hatta menggunakan istilah “Negara 

Pengurus”.15 Prinsip  Welfare State dalam UUD 1945 dapat ditemukan 

rinciannya dalam beberapa pasal, terutama yang berkaitan dengan aspek 

sosial ekonomi. 

                                                           
14 Ibid. 
 
15 M. Yamin, Naskah Persiapan UUD 1945: Risalah Sidang BPUPKI/PPKI,  (Jakarta: 

Sekretariat Negara RI, 1959), hlm.  299. 
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Dengan masuknya perihal kesejahteraan dalam UUD 1945, menurut 

Jimly Asshidiqie Konstitusi Indonesia dapat disebut sebagai konstitusi 

ekonomi (economic constitution) dan bahkan konstitusi sosial (social 

constitution) sebagaimana juga terlihat dalam konstitusi Negara Rusia, 

Bulgaria, Cekoslowakia, Albania, Italia, Belarusia, Iran, Suriah dan 

Hongaria.16 Selanjutnya menurut Jimly, sejauh menyangkut corak muatan 

yang diatur dalam UUD 1945, nampak dipengaruhi oleh corak penulisan 

konstitusi yang lazim ditemui pada Negara-negara sosialis.17  

Di dalam UUD 1945, kesejahteraan sosial menjadi judul khusus Bab 

XIV yang didalamnya memuat pasal 33 tentang sistem perekonomian dan 

pasal 34 tentang kepedulian negara terhadap kelompok lemah  (fakir miskin 

dan anak telantar) serta sistem jaminan sosial. Ini berarti, kesejahteraan sosial 

sebenarnya merupakan flatform  sistem perekonomian dan sistem sosial di 

Indonesia. Sehingga, sejatinya Indonesia adalah negara yang menganut faham 

“Negara Kesejahteraan"  (welfare state)  dengan model “Negara 

Kesejahteraan Partisipatif” (participatory welfare state)  yang dalam literatur 

pekerjaan sosial dikenal dengan istilah Pluralisme Kesejahteraan atau  welfare 

pluralism. Model ini menekankan bahwa negara harus tetap ambil bagian 

dalam penanganan masalah sosial dan penyelenggaraan jaminan 

sosial  (sosial security),  meskipun dalam operasionalisasinya tetap 

melibatkan masyarakat. 

                                                           
16 Ibid., 135. 
 
17 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Jakarta: 

Konstitusi Press, 2005), hlm.124. 
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Membahas mengenai peran pemerintah desa dalam Pos Pemberdayaan 

Keluarga tentunya tidak lepas dari teori tentang good governance sebagai 

sebuah pedoman tentang bagaimana sebuah pemerintahan berjalan dengan 

baik sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hal ini kaitannya 

pemerintah daerah. 

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara  

pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah- 

masalah publik. Dalam konsep governance, pemerintah hanya menjadi salah 

satu  actor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran  

pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan  

infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan  

yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. Governance menuntut  

redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga.  

Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor  

akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.18 

Dapat dikatakan bahwa good governance adalah suatu 

penyelenggaraan  manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung 

jawab yang sejalan dengan  prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, 

penghindaran salah alokasi dana  investasi dan pencegahan korupsi baik 

secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta 

penciptaan legal and political frame work bagi tumbuhnya aktifitas usaha. 

Padahal, selama ini birokrasi di daerah dianggap  tidak kompeten. Dalam 

                                                           
18 Sumarto Hetifa Sj, Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, (Bandung: Yayasan 

Obor Indonesia, 2003), hlm. 1-2. 
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kondisi demikian, pemerintah daerah selalu diragukan  kapasitasnya dalam 

menjalankan desentralisasi. Di sisi lain mereka juga harus  mereformasi diri 

dari pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan 

transparan. 

Dalam dokumen kebijakan United Nation Development Program 

(UNDP) lebih jauh menyebutkan ciri-ciri good governance yaitu: 

1. Mengikut sertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan 

adil.  

2. Menjamin adanya supremasi hukum.  

3. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan 

pada konsesus masyarakat.  

4. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam 

proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya  

pembangunan.19 

Penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis saat ini adalah  

pemerintahan yang menekankan pada pentingnya membangun proses  

pengambilan keputusan publik yang sensitif terhadap suara-suara komunitas. 

Yang artinya, proses pengambilan keputusan bersifat hirarki berubah menjadi 

pengambilan keputusan dengan adil seluruh stakeholder. 

Negara dengan birokrasi pemerintahan dituntut untuk merubah pola  

pelayanan diri  birokratis elitis menjadi birokrasi populis. Dimana sektor 

swasta sebagai pengelola sumber daya di luar negara dan birokrasi 

                                                           
19 Ibid., hlm. 3. 
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pemerintah pun harus memberikan konstribusi dalam usaha pengelolaan 

sumber daya yang ada. Penerapan cita good governance pada akhirnya 

mensyaratkan keterlibatan organisasi masyarakatan sebagai kekuatan 

penyeimbang Negara.   

Namun cita good governance kini sudah menjadi bagian sangat serius  

dalam wacana pengembangan paradigma birokrasi dan pembangunan 

kedepan.  Karena peranan implementasi dari prinsip good governance adalah 

untuk  memberikan mekanisme dan pedoman dalam memberikan 

keseimbangan bagi  para stakeholders dalam memenuhi kepentingannya 

masing-masing. Dari  berbagai hasil yang dikaji Lembaga Administrasi 

Negara (LAN) menyimpulkan  ada sembilan aspek fundamental dalam 

perwujudan good governance, yaitu:20 

1. Partisipasi (Participation) 

Partisipasi antara masyarakat khususnya orang tua terhadap anak-

anak  mereka dalam proses pendidikan sangatlah dibutuhkan. Karena tanpa 

partisipasi orang tua, pendidik (guru) ataupun supervisor tidak akan 

mampu  bisa mengatasinya. Apalagi melihat dunia sekarang yang semakin 

rusak yang  mana akan membawa pengaruh terhadap anak mereka jika 

tidak ada pengawasan dari orang tua mereka. 

2. Penegakan Hukum (Rule Of Law) 

Dalam pelaksanaan tidak mungkin dapat berjalan dengan kondusif  

apabila tidak ada sebuah hukum atau peraturan yang ditegakkan dalam  

                                                           
20 Dede Rosyada Dkk, Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani, 

(Jakarta: ICCE UIN Syarif  Hidayatullah, 2000), hlm. 182.   
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penyelenggaraannya. Aturan itu berikut sanksinya guna meningkatkan 

komitmen dari semua pihak untuk mematuhinya. Aturan-aturan tersebut 

dibuat tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan, melainkan untuk 

menjaga keberlangsungan pelaksanaan fungsi-fungsi pendidikan dengan 

seoptimal mungkin.   

3. Transparansi (Tranparancy) 

Persoalan pada saat ini adalah kurangnya keterbukaan supervisor  

kepada para staf-stafnya atas segala hal yang terjadi, dimana salah satu 

dapat  menimbulkan percekcokan antara satu pihak dengan pihak yang 

lain, sebab manajemen yang kurang transparan. Apalagi harus lebih 

transparan di berbagai aspek baik dibidang kebijakan, baik di bidang 

keuangan ataupun bidang-bidang lainnya untuk memajukan kualitas dalam 

pendidikan.   

4. Responsif (Responsiveness) 

Salah satu untuk menuju cita good governance adalah responsif, 

yakni supervisor yang peka, tanggap terhadap persoalan-persoalan yang 

terjadi di lembaga pendidikan, atasan juga harus bisa memahami 

kebutuhan masyarakatnya, jangan sampai supervisor menunggu staf-staf 

menyampaikan keinginan-keinginannya. Supervisor  harus bisa 

menganalisa kebutuhan-kebutuhan mereka, sehingga bisa membuat suatu 

kebijakan yang strategis guna kepentingan kepentingan bersama. 
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5. Konsensus (Consensus Orentation) 

Aspek fundamental untuk cita good governance adalah perhatian 

supervisor dalam melaksanakan tugas-tugasnya adalah pengambilan 

keputusan secara konsensus, di mana pengambilan keputusan dalam suatu 

lembaga harus melalui musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan 

kesepakatan bersama (pencapaian mufakat). Dalam pengambilan 

keputusan harus dapat memuaskan semua pihak atau sebagian besar pihak 

juga dapat menarik komitmen komponen-komponen yang ada di lembaga. 

Sehingga keputusan itu memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan. 

6. Kesetaraan dan Keadilan (Equity) 

Asas kesetaraan dan keadilan ini harus dijunjung tinggi oleh 

supervisor dan para staf-staf didalam perlakuannya, di mana dalam suatu 

lembaga pendidikan yang plural baik segi etnik, agama dan budaya akan 

selalu memicu segala permasalahan yang timbul. Proses pengelolaan 

supervisor yang baik itu harus memberikan peluang, jujur dan adil. 

Sehingga tidak ada seorang pun atau para staf yang teraniaya dan tidak 

memperoleh apa yang menjadi haknya. 

7. Efektifitas dan Efisien 

Efektifitas dan efisien disini berdaya guna dan berhasil guna,  

efektifitas diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau 

besarnya  kepentingan dari berbagai kelompok. Sedangkan efisien dapat 

diukur dengan rasionalitasi untuk memenuhi kebutuhan yang ada di 
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lembaga. Di mana efektifitas dan efisien dalam proses pendidikan, akan 

mampu memberikan kualitas yang memuaskan.     

8. Akuntabilitas 

Asas akuntabilitas berarti pertanggung jawaban supervisor terhadap  

staf-stafnya, sebab diberikan wewenang dari pemerintah untuk mengurus 

beberapa urusan dan kepentingan yang ada di lembaga. Setiap supervisor 

harus mempertanggung jawabkan atas semua kebijakan, perbuatan 

maupun netralitas sikap-sikap selama bertugas di lembaga.   

9. Visi Strategi (Strategic Vision) 

Visi strategi adalah pandangan-pandangan strategi untuk 

menghadapi masa yang akan datang, karena perubahan-perubahan yang 

akan datang mungkin menjadi perangkap bagi supervisor dalam membuat 

kebijakan-kebijakan. Disinilah diperlukan strategi-strategi jitu untuk  

menangani perubahan yang ada.21 

Dalam skripsi ini juga kaitanya dengan pemerintah desa bisa 

dilandaskan pada sebuah teori tentang sistem hukum. Teori sistem hukum 

dari Lawrence M. Friedman menyatakan:  bahwa sebagai  suatu sistem 

hukum dari  sistem kemasyarakatan,  maka hukum mencakup tiga komponen 

yaitu: 22 

1. legal substance (substansi hukum); merupakan aturan-aturan,  norma-

norma dan pola prilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu 

                                                           
21 Ibid., hlm. 182 
 
22 Lawrence M.  Friedman,  The Legal System:  A Sosial Science Perspektive.( New York: 

Russel  Soge Foundation, 1969), hlm. 16. 
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termasuk produk yang dihasilkan  oleh  orang  yang  berada  di  dalam 

sistem hukum  itu,  mencakup  keputusan  yang  mereka keluarkan atau 

aturan baru yang mereka susun. 

2. legal structure (struktur hukum); merupakan kerangka, bagian yang tetap 

bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk  dan  batasan  

terhadap  keseluruhan instansi-instansi  penegak  hukum.  Di  Indonesia  

yang merupakan  struktur  dari  sistem hukum antara  lain; institusi  atau 

penegak hukum seperti  advokat,  polisi, jaksa dan hakim. 

3. legal  culture (budaya  hukum);  merupakan  suasana pikiran sistem dan 

kekuatan sosial  yang menentukan bagaimana  hukum  itu  digunakan,  

dihindari  atau disalahgunakan oleh masyarakat. 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Masalah 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini 

adalah metode yuridis-sosiologis, dimana meneliti perundang-undangan, 

peraturan-peraturan, teori-teori hukum dan pendapat sarjana terkemuka 

yang berkaitan dengan keadaan yang sebenarnya. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian untuk 

menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui 

pengumpulan, penyusunan dan penganalisaan data, kemudian dijelaskan 
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dan selanjutnya diberi penilaian.23 Sedangkan penelitian deskriptif 

bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang obyek 

yang akan diteliti maupun gejala-gejala lainnya. Maksudnya terutama 

untuk mempertegas adanya hipotesis-hipotesis agar dapat membantu di 

dalam memperkuat teori-teori yang lama atas dalam rangka menyusun 

teori baru.24 

3. Spesifikasi penelitian 

Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis, yaitu 

suatu penelitian yang berusaha menggambarkan masalah. 

4. Jenis dan sumber data25 

a) Data primer 

Data primer adalah yang langsung diperoleh dari sumber data 

pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer 

diperoleh langsung dari penyebaran daftar pertanyaan kepada warga 

serta perangkat pemerintahan di desa Brosot Kecamatan Galur 

Kabupaten Kulon Progo sebagai obyek yang terpilih. 

b) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua 

atau sumber sekunder data yang kita butuhkan yang diperoleh dari 

                                                           
23 Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum (Jakarta: Grannit, 2004), 

hlm.128. 
 
24 Soerdjono Soekanto,  Pengantar Penelitia Hukum, (Jakarta: universitas Indonesia 

press,1986), hlm. 10 
 
25 Imam Ghazali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, cet IV 

(Semarang: Badan Penerbit UNDIP,2009) hlm. 19-21 
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literatur, jurnal, majalah, koran, dll atau data-data yang berhubungan 

dengan penelitian. Atau data yang berasal dari orang-orang kedua atau 

bukan data yang datang secara langsung, data ini mendukung 

pembahasan dan penelitian, untuk itu beberapa sumber buku atau data 

yang di peroleh akan membantu dan mengkaji secara kritis penelitian 

tersebut. 

Untuk memperoleh data ini peneliti mengambil sejumlah  buku-

buku, brosur, website, dan contoh penelitian sebelumnya yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

5. Metode Pengumpulan Sumber Data 

a. Observasi, observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana 

peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian 

untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.26 Sedangkan 

pengamatan atau observasi adalah konteks penelitian ilmiah adalah 

studi yang di sengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana, terarah 

pada suatu tujuan dengan mengamati dan mencatat fenomena atau 

perilaku satu atau kelompok orang dalam konteks sehari-hari dan 

memperhatikan syarat-syarat penelitian ilmiah. Dengan demikian hasil 

pengamatan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.27 

b. Interview (wawancara). Wawancara merupakan teknik pengumpulan 

data dalam  metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan 

kepada subjek penelitian. Wawancara dilakukan dengan mengambil 
                                                           

26 Riduwan, Metode Riset. Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hlm. 104. 
27 Basuki Heru, Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Kemanusiaan Dan Budaya, 

(Jakarta: Gunadarma, 2006), hlm. 24. 
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responden dari masyarakat serta jajaran perangkat Desa Brosot 

Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo. Dalam penelitian ini 

terdapat empat responden, diantaranya Kepala Desa, Dukuh, Staf Desa 

dan Masyarakat. 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat 

deskriptif analitis, yaitu pemaparan hasil penelitian dengan tujuan untuk 

memperoleh suatu gambaran yang menyeluruh. 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan skripsi ini untuk memudahkan pembahasan agar 

dapat diuraikan secara tepat, serta mendapat kesimpulan yang benar, maka 

penyusun membagi rencana skripsi ini menjadi beberapa bab, diantara 

sistematika bab pembahasannya adalah sebagai berikut : 

Bab pertama ini merupakan pendahuluan yang di antaranya memuat 

latar belakang masalah yakni merupakan pemaparan tentang peran 

pemerintah desa dalam  program posdaya. Kemudian pokok masalah, 

tujuannya yaitu untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang akan 

diteliti dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, yaitu untuk menelusuri 

penelitian terdahulu tentang pemerintah desa di indonesia sehingga diketahui 

perbedaan dari penelitian penyususn, kerangka teori, yaitu menjelaskan teori-

teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam 

penalitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 
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Bab kedua, Gambaran umum tentang landasan teori dasar, serta 

penjelasan tentang gambaran umum mengenai pemerintah desa beserta 

aturan-aturannya dan juga tinjauan umum tentang program Pos 

Pemberdayaan Keluarga.  

Bab ketiga, Membahas tentang tinjauanan umum mengenai 

pemerintah desa di Indonesia yang melingkupi: bentuk serta pengertian 

pemerintah desa dalam skala yang lebih umum serta dan juga tinjauan lokasi 

penelitian.  

Bab keempat, membahas tentang hasil analisis yang telah dilakukan 

oleh peneliti yang mencakup beberapa aspek pembahasan yaitu jawaban atas 

pokok masalah yang telah peneliti sampaikan diawal yakni mengenai 

bagaimana implementasi Inpres No. 3 Tahun 2010 Tentang Peran Pemerintah 

Desa terhadap Pos Pemberdayaan Keluarga di desa Brosot Kecamatan Galur 

Kabupaten Kulon Progo, kendala-kendala yang dihadapi dalam 

mengimplementasikan Inpres No. 3 Tahun 2010 Tentang Peran Pemerintah 

Desa terhadap Pos Pemberdayaan Keluarga di desa Brosot Kecamatan Galur 

Kabupaten Kulon Progo, serta upaya pemerintah desa dalam menghadapi 

kendala-kendala  pengimplementasian Inpres No. 3 Tahun 2010 Tentang 

Peran Pemerintah Desa terhadap Pos Pemberdayaan Keluarga di desa Brosot 

Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo. 

Bab kelima, merupakan kesimpulan atas semua hasil dari penelitian 

yang telah dilakukan serta saran yang disampaikan oleh peneliti tentang hasil 

penelitian serta berbagai lampiran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Diantara program pengembangan yang dilakukan pemerintah desa 

sesuai dengan Inpres No. 3 Tahun 2010, yaitu:  

1. Program Pro  Rakyat 

- Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga 

Program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga 

merupakan upaya pemerintah Desa Brosot Kecamatan Galur 

Kabupaten Kulon Progo dalam mengentaskan kemiskinan dalam suatu 

keluarga. 

- Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan 

Masyarakat 

Merupakan sebuah tahap lanjut dalam proses penanggulangan 

kemiskinan. Pada tahap ini, masyarakat miskin mulai menyadari 

kemampuan dan potensi yang dimilikinya untuk keluar dari 

kemiskinan. 

- Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha 

Mikro dan Kecil 

Program ini di tujukan bagi masyarakat yang memiliki usaha 

mikro dan kecil seperti warung kelontong, warung sembako, dan 
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warung sayur agar selalu mengedepankan pemerataan ekonomi di 

Desa Brosot. 

2. Program Keadilan Untuk Semua 

- Program Keadilan Bagi Anak 

Program yang bertujuan dalam kesetaraan meraih pendidikan, 

yaitu wajib sekolah minimal Sekolah Dasar. 

- Program Keadilan Bagi Perempuan 

Program Pemerintah Desa Brosot yang belum tercapai atau sedang 

berjalan untuk mencapai tujuan utama pembangunan di Indonesia sesuai 

dengan Inpres No. 3 Tahun 2010 sebagai berikut : 

a. Pengurangan Kemiskinan dan Kelaparan 

b. Pencapaian Pendidikan Dasar Umum 

c. Mempromosikan Persamaan Gender dan Lebih Memperkuat Kaum 

Perempuan 

d. Mengurangi Kematian Anak 

e. Meningkatkan Kesehatan Ibu Hamil 

f. Memerangi HIV/AIDS, Malaria, dan Penyakit Menular lainnya 

g. Memastikan Kelangsungan Lingkungan Hidup 

h. Mengembangkan Kerjasama Global untuk Pembangunan 

Dari kedelapan poin tersebut Pemerintah Desa Brosot telah berupaya 

penuh demi terwujudnya Sumber daya manusia yang sehat demi tercapainya 

keluarga sejahtera di masa mendatang melalui program Pos Pemberdayaan 

Keluarga (Posdaya) yang ada di beberapa Padukuhan, salah satu contohnya 
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Pos Pemberdayaan Keluarga “Suka Karya” di Padukuhan VII Nepi, Desa 

Brosot, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo yang hingga kini cukup 

optimal dalam menjalankan program-programnya. 

B. Saran-Saran 

Alangkah lebih baiknya saat program posdaya digalakkan oleh 

pemerintah disertai sosialasasi yang cukup serta pendanaan yang menunjang 

demi terciptanya kemandirian serta tercapainya kedelapan tujuan MDGs yang 

sekaligus menjadi tujuan program pemerintah desa brosot di masa 

mendatang, harapan penulis dengan diangkatnya Judul  Implementasi Peran 

Pemerintah Desa Terhadap Pos Pemberdayaan Keluarga Di Desa Brosot 

Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo Ditinjau Dari Inpres No. 3 Tahun 

2010” mampu menjadi bahan acuan untuk pengembangan dan kemandirian 

seluruh desa di Indonesia di masa-masa mendatang. 
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Daerah Kabupaterr l(ulorr [rrogo Norrror], l2'Ialrurr 2000 tentang Pernberttukitrr orgarrisasi clarr-l.ata

Ker.ia Dinas Daeralr.

4. Peraturan Bupati l(ulon Progo Noirtor: 56'[ahun 2007 tentang Pedotran Pelalanan pada l(atttor

Pelayanan Terpadu l(abupaten l(ulon Pt'ogo'
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: 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman

Pendataan Sumber dan Potensi Daerah.

2, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahur 1983 tentang

Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di

lingkungan Departeman Dalam Negeri.
Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 33 /I(P'[S /
1986 tentang Tatalaksana Pemerian Izin bagi setiap Instansi Pemerintah

maupun non Pemerintah yang melakukzur Pendataan / Penelitian.
PeraJuran Bupati Kulon Progo Nomor : 55 Tahun 2007 tentang Pedoman

Pelayanan pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
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seperlunya.
2. Harus menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan yang berlaku setempat.

3. Ijin tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan
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4. Wajib memberikan hasil penelitiannya kepada Bupati Cq. Badan Penanaman Modal dan Perizinan

Terpadu.
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Lampiran 

 

Daftar Pertanyaan Penelitian 

 

1. Kapan posdaya di desa Brosot Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo 

dibentuk? 

2. Apakah sebelum pembentukan posdaya, Walikota Kulon Progo telah 

mengadakan sosialisasi tentang posdaya? 

3. Siapa saja yang menghadiri dalam sosialisasi tentang posdaya tersebut? 

4. Bagaimana peran pemerintah desa seperti Camat, Kepala Desa dan Satuan Kerja 

Perangkat Desa (SKPD) terhadap posdaya? 

5. Apa saja yang dilakukan oleh pemerintah desa (Camat, Kepala Desa dan SKPD) 

untuk mencapai keberhasilan posdaya? 

6. Apakah pemerintah desa Desa Brosot Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo 

sudah menggunakan Inpres No. 3 Tahun 2010 sebagai dasar untuk pengentasan 

kemiskinan di daerah tersebut? 

7. Jika iya, apakah pemerintah desa sudah melaksanakan pengentasan delapan 

target MDGs yaitu pemberantasan kemiskinan, mencapai pendidikan dasar untuk 

semua, memajukan kesejahteraan gender dan pemberdayaan perempuan, 

mengurangi tingkat kematian anak, memerangi HIV/AIDS, pelestarian 

lingkungan, mengembangkan kemitraan untuk pembangunan? 

8. Apakah ada kendala dalam setiap target MDGs posdaya? 

9. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam pelaksanaan 

posdaya? 

10. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menghadapi 

kendala-kendala tersebut? 

























































































































 

Lampiran 

CURRICULUM VITAE 

 

Data Pribadi: 

Nama  : Mahmudi 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Tempat Tanggal Lahir : Kediri, 29 April 1987 

Alamat : Jln. Batu Merah RT. 01/RW. 09 No. 19, Kec. Batu 

Ampar, Kota Batam Kep. Riau. 

Nama Ayah : Yamani 

Nama Ibu : Musriati 

Alamat : Jln. Batu Merah RT. 01/RW. 09 No. 19, Kec. Batu 

Ampar, Kota Batam Kep. Riau. 

 

Riwayat Pendidikan Formal: 

1. SDN 2 Kediri         1993-1999 

2. SMPN 4 Batam       1999-2002 

3. SMKN 1 Batam          2002-2005 

4. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah Dan Hukum  

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta     2009-2013 

 


	HALAMAN JUDUL
	ABSTRAK
	SURAT PERNYATAAN SKRIPSI
	SURAT PERSETUJUAN
	SURAT PENGESAHAN
	MOTTO
	HALAMAN PERSEMBAHAN
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	BAB I PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Pokok Masalah
	C. Tujuan dan Kegunaan
	D. Telaah Pustaka
	E. Kerangka Teori
	F. Metode Penelitian
	G. Sistematika Pembahasan

	BAB V PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran-Saran

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN
	CURRICULUM VITAE



